SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan pedoman pengelolaan Dana
Pembangunan  Kelurahan  merupakan amanat
Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan
Kelurahan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan

Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang...



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan
Kelurahan, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Besaran alokasi DPK sesuai kemampuan
keuangan daerah.
(2) Alokasi Biaya Operasional LPMK ditentukan
sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dikalikan jumlah RW di masing-masing

kelurahan.

(3) Alokasi...



(3) Alokasianggaran kegiatan unggulan dan kegiatan
prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel
terdiri dari:

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi proporsional.

(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) pada masing-masing
kelurahan.

(5) Besaran alokasi DPK yang merupakan hasil
perhitungan formulasi DPK pada masing-masing
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

b/ %) Ditandatangani secara
G 5] elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

NOMOR 7
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